Jalan Kenari No. 56 Y ogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682

HOTLINE SMS: 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINASKOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

EMAIL : kominfosandi @jogjakota.go.id

WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Kedaulatan Rakyat Hari: Rabu Tanggal: 13 November 2019 Halaman: 2
s — 1
ANA PEMBENTUKAN BPR SYARTA}
r.] !

YOGYA (KR) - Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) antarale- ~ Rencana PeF‘*l’fu’;f“lj‘:r“
gislatif dan eksekutif berlangsung dinamis. Salah satunya terkait rencana  ° :;R e E’;‘;}?’d:;n St R i
pembentukan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah yang masih terja- :er::i sKuomisi B bersama
di pro dan kontra. Internal anggota dewan di Komisi B yang membidangi _ Bagian Perekonomian Pe-
hal tersebut pun terbelah. g ngembangan Pendapatan

Asli Daerah dan Kerja

Anggota Komisi BDPRD ~ dikembangkan melalui awal Rp 12 miliar, seka- Sama (@ K).

Kota Yogya dari Fraksi BPR Syariah. Sudah ada rang asetnya sudah lebih 1
PKS Nurcahyo Nugroho, banyak daerah yang mem- dari Rp 180 miliar serta
mengaku mendukung ren- buat dan perkembangan- memiliki empat cabang
cana Pemkot Yogya untuk nya bagus," jelasnya, dan lima kantor kas.
mendirikan BPR Syariah. Selasa (12/11). Melalui penyertaan modal,

"Dari faktor ekonomi, Nurcahyo mencontoh- imbuhnya, Pemkot memi-
berdasar kajian dari FEB kan, BPR Syariah di liki peluang meningkatkan tahun 2020. Kami sangat |
UGM cukup menjanjikan. Sragen. Sejak didirikan pendapatan asli daerah mendukung,” tandasnya. 1
Dana pemerintah bisa tahun 2007 dengan modal (PAD). Sementara itu, anggpta_ j

Komisi B dari Fraksi PDI 2020 yang berkaitan de-  "Danjugahar dipertim-
Perjuangan Fokki Ardiyan- ngan hal tersebut. bangkan untuk tahun 2021
to, justru meminta agar ek- Alasan lain yang men- ada, kewajiban untuk pe-
sekutif menunda rencana dasari penundaan BPR nyertaax&iquq]&BBQnDIY
tersebut. Alokasi anggaran - Syariah jalah kemampuan dan- PDAM ‘I‘u-tal-;Mam
untuk persiapan pendirian  fiskal daerah. Mengingat, Artinya ini berkaitan de-
BPR Syariah sebesar Rp Pemkot Yogya masih pu- ngan kemampuan fiskal
180 juta dinilainya terlalu  nya kewajiban untuk mengingat konsekuensi lo-
dini. Hal ini karena Badan memaksimalkan kinerja gis dari pendirian BPR
Pembuat Peraturan Dae-  dari Bank Jogja yang salah  Syariah adalah penyertaan
rah (Bapemperda) belum satunya adalah penyertaan modal dan rekrutmen
Instansi memutuskan Propemperda modal. : SDM," urainya.  (Dhi)-m
. - g
I I [ Negatif I [ Amat Segera | E Untuk Ditanggapi
Instansi Nilai Berita Sifat Tindak Lanjut
1. Bagian Perekonomian Pengemb. P Netral Biasa Untuk Diketahui
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